
99 

  

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Abdur Kadir. Penerapan Restorative Justice. Yogyakarta: Thafa Media, 2023. 

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2009. 

Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 

Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna, Mandat Konstitusional 

Jampidmil, Depok, Rajawali Pers, 2020. 

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. 

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 1 ed, PT RajaGrafindo 

Persada, 2006. 

Dina Susiani, Metodologi Penelitian Hukum, Tahta Media Group, 2024. 

Dini Dwi Heniarti. Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, 

Perbandingan Hukum dan Pembaruan Hukum. Bandung: PT Refika 

Aditama, 2017. 

Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: 

Nusamedia, 2013. 

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, terj. Raisul 

Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2007. 

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim, 

Bandung: Nusa Media, 2011. 

Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono, Peradilan Koneksitas Problematika dan 

Prospektif, Jakarta, Campustaka, 2023. 

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 

Nikmah Rosidah. Hukum Peradilan Militer. Lampung: CV. Anugrah Utama 

Raharja, 2019. 

Nur, Muhammad. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Aceh: Yayasan 

PeNA, 2020. 

Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2014. 

Raharjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru, 1983. 



100 

  

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. 

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, ui-press, 1986.  

Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2007. 

Sunarso, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2023. 

Tambunan. Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta: Pusat Studi Hukum 

Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, 2013. 

B. Jurnal, Skripsi 

Aliah, Fijannatin, dan Jamal Jamil. “Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap 

Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) di Lingkungan Pengadilan 

Militer III-16 Makassar.” QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum 

Keluarga Islam, Vol. 2, No. 3, 2021. 

Ali Ridlo dan Siswantari Pratiwi, Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam 

Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer, Vol. 8, No. 1, 2024. 

Al Syifa Rachman, 2025 “Eksistensi Jampidmil Dalam Penegakan hukum perkara 

koneksitas”, Skripsi, Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Alyssa Sekarini dan Nomor Pamasis, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN 

SPLITSING DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS 

DITINJAU DARI KUHAP DAN KUHAPMIL, t.t. 

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” Jurnal 

Yuridis, Vol. 4, No. 2, Desember 2017. 

Ardiansyah, Ferry, dan Romli SA. “Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik 

Indonesia.” ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Vol. 1, No. 1, 

2023. 

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum.” Penegakan Hukum, Vol. 3, 2016. 

Darsi, Darsi, dan Halil Husairi. “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” Al-Qishthu: 

Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, 2019. 

Faqih Aqila Adifa, 2023 “Peradilan Koneksitas Dalam Mewujudkan Asas 

Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan”, skripsi, Program Studi 

Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. 



101 

  

Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian 

Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” Jarta Warta, No. 59, Januari 2019. 

Ihsan, Muhammad. “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses 

Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia.” Jurnal Intelektualita: 

Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 10, No. 2, 2021. 

https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8907. 

Indra Aprio Handry Saragih, “Problematika dan Prospek Pengaturan Proses 

Hukum Penegakan hukum perkara koneksitas,” The Prosecutor Law 

Review, Volume 02, No. 3, 2024. 

Malaka, Zuman. “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum di 

Indonesia.” Tarunalaw: Journal of Law and Syariah, Vol. 3, No. 01, 2025. 

https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.292. 

Mohd. Yusuf DM dkk. “Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di 

Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman.” Jurnal Ilmiah 

Advokasi, Vol. 13, No. 02, Juli 2025. 

Nur Fitriyani Siregar. Efektivitas Hukum. Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan 

Masyarakat. 18(2). 2. 2018. 

Masyarakat, 18(2), 2.Nurwahidah. “Penyelesaian Tindak Pidana di Luar 

Pengadilan Menurut Hukum Islam.” Ijtihad: Jurnal Koperasi Wilayah XI 

Kalimantan, Vol. 13, No. 23, April 2015. 

Oktora, Marisa, Rina Antasari, dan Muhamad Sadi Is. “Asas Keadilan dalam 

Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Perkara 

Koneksitas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Lex Stricta: Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2024. 

Parluhutan Sagala. “Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum 

Acara Pemeriksaan Koneksitas.” https://www.dilmiltama.go.id/home/e-

journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf 

Prabandari, Putu Nadya, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Made Minggu 

Widyantara. “Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam 

Penegakan Hukum Perkara Koneksitas.” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, 

No. 2, 2022. 

Saragih, Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity 

Cases, t.t. 

Sekarini dan Pamasis, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SPLITSING DALAM 

PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI KUHAP 

DAN KUHAPMIL. t.t. 

https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8907
https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.292
https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf
https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf


102 

  

Veriandy, Mochamad Valri, Edi Yunara, dan Marlina. “Analisis Yuridis Putusan 

Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AL/I/2023 dari 

Perspektif Acara Pemeriksaan Koneksitas.” Journal Hukum, Vol. 7, No. 2, 

Juni 2025. 

Voges, Jessica, Jolly Ken Pongoh, dan Hironimus Taroreh. “Kajian Hukum 

Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan terhadap Perkara koneksitas Ditinjau 

dari UU Nomor 8 Tahun 1981.” Lex Crimen, Vol. XII, No. 2, Mei 2023. 

C. Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia. 

Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penegakan Hukum Perkara 

Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh 

Oditurat. 

Keputusan Bersama Nomor 2196/M/XII/2021, Nomor 240 Tahun 2021, dan 

Nomor KEP/1135/2021. 

D. Internet 

Tempo.co. “Kejati Jateng Periksa Mantan Ajudan Jokowi Terkait Kasus Pencucian 

Uang Jual Beli Lahan.” 2 Desember 2025. https://www.tempo.co/. 

E. Lain-lain 

Al-Qur’an, Surah Al-Anfal ayat 27. 

Al-Qur’an, Surah Al-Ma’idah ayat 8. 

Forum Group Discussion Jampidmil bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda 

Bidang Pidana Umum, 15 November 2024. 

HR. Muslim. Shahih Muslim, Kitab al-Jihad wa al-Siyar. 

https://www.tempo.co/


103 

  

Hasil wawancara dengan Agung, Kasi Penuntutan Asisten Pidana Militer pada 

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2026. 

Hasil wawancara dengan Amdy Rifanie, Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan 

Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2026. 

Hasil wawancara dengan Amdy Rifanie, Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan 

Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 7 Mei 2026. 

Hasil wawancara dengan Aditya Candra C., Kelompok Hakim Militer Golongan VI 

pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, tanggal 7 Mei 2026. 

Hasil wawancara dengan Agung C. Utomo, Kepala Oditur Militer II-10 pada 

Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, tanggal 7 Mei 2026. 

Muhammad, Rusli. “PPT Mata Kuliah Jinayah.” Disampaikan pada Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 26 Februari 2024. 


	(22410422)
	(22410422) (1)
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	Sistem hukum nasional Indonesia menganut dualisme dalam lingkungan peradilannya, yang diwujudkan dengan adanya Peradilan Umum dan Peradilan Militer sebagai dua lembaga yang terpisah. Dikotomi ini berimplikasi pada mekanisme penegakan hukum pidana mil...
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